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PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 1d4 lafluN 2c2i

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

bahwa dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan
masyarakat dengan kondisi tertentu di Kabupaten
Purworejo, Pemerir tah Daerah memberikan
penggantian biaya pelayanan kesehatan darl
pelayanan selain kesehatan yang dilakukan oleh
Pemberi Pelayalan Kesehatan yang dibebalkar dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui
program jaminan kesehatan daerah;

Menimbang a

b. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 talun
2019 tentang Penyelenggdaan Jaminan Kesehatar
Daerah Kabupaten Purworejo, sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan dan perubahan
peraturan perundang-undangan, sehingga perlu
diganti dengan menerbitl<an Peratuia-n yarrg ba-ru;

bahwa untuk memberikan dasar hukum dan
pedomar dalam penyelenggaraaan jaminan
kesehatan daerah serta dalam ralgka
melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a
dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan
Penanggulangal Kemiskinan di Kabupaten
Purworejo, dipertukan pengaturan yarg ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupat.i tentang
Penyelenggaraal Jaminan Kesehatar Daerah
Kabupaten Purworejo;
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Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungal Propinsi Djawa Tengal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahrur] 2OO9 Nomor 144, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
sebagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2o tentang Cipta Kerja
(Lembaral Negara Republik lndonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan
Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
denga! Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminal Kesehatan (t€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2Ol8 tentang Jaminan Kesehatan
(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 13O);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5
Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangar
Kemiskinan di Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 5,
Tambahan lrembaran Daerah Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 5);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEI{YELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
PURWORE.IO.
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BAB I

KEIENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintai Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa TengalL.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daeral adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yalg memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten hrru,orejo.

7. Dinas Kesehatan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DKK,
adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

8. Dinas Sosial adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
yang melaksanakan umsan pemerintahan Daerah di bidang sosial.

9. Camat adalah Canat di Kabupaten Purworejo-
10. Kepa.la Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten

Purworejo yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya darr melaksanakan tugas
dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

1 1. Kepala Kelurahan, yang selanjutnya disebut Lurah, adalah pegawai
negeri sipil yang diangkat oleh Bupati untuk mernimpin Kelurahan
di Kabupaten Purworejo.

12. Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan prograrn Jaminan Kesehatan.

13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

14. Progran Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut
Program Jamkesda, adalah program pelayanan kesehatan bagi
Fakir Miskin dan Orang Tida-k Mampu serta masyarakat dengan
kondisi tertentu di Kabupaten Purworejo.

15. Penerima Manfaat Program Jamkesda adalah Fat<ir Miskin, Orang
Tidak Mampu dan masyarakat dengar kondisi tertentu di Daerah
yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Pelayanan
Kesehatan melalui Program Jamkesda serta Peserta PBPU dan
Peserta BP dengan manfaat Pelayanan Kesehatan di ruang
perawatal kelas lll sebagaimana dimaksud dalam peraturan
Presiden mengenai Jaminan Keschatan yang menerima pembayaran
selisih Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah.

( I U +l\lX )
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16. luran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar
secara teratur oleh Peserta, pemberi ke{a, Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dal/atau Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program
Jaminan Kesehatan.

17. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut
Bantuan Iuran, adalah Iuran Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin
dan Orang Tidal< Mampu yarg dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Daerah.

18. Peserta adalah setiap orarg, termasuk oralg asing yang bekerja
paling singkat 6 (enam) bular di Indonesia, yang telah membayar
luran Jaminan Kesehatan.

19. Pekeia Bukan Penerima Upah, yang selanjutnya disingkat PBPU,
adalah setiap orang yang beke{a atau berusa}ra atas resiko sendiri
yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan.

20. Bukan Pekerja, yang selanjutnya disingkat BP, adalah setiap orang
yang bukal termasuk kelompok pekerja penerima upah, PBPU,
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

21. Penerima Barrtuan luran Daera-L, yang selanjutnya disebut PBI
Daerah, adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang
didaftarkan Pemerintah Daerah sebagai Peserta PBPU dan Peserta
BP dengan manfaat pelayanan di rualg perawatan kelas III yang
sebagian atau seluruh iurannya dibayarkan oleh Pemerintah
Daerah.

22. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai
sumber mata pencaharial dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhal dasar yarg tayak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya.

23. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata
pencaharial, gaji atau upah, yang hanya mampu memenul-
kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar lural
Jaminal Kesehatan atau iuran prograrn asuransi kesehatan lainnya
bagi dirinya dan keluarBanya.

24. MasyarakaL dengan Kondisi Tertentu, yang selanjutnya disebut
Masyarakat Tertentu, adalah penduduk warga negara Indonesia
atau warga negara asing yang berada di Kabupaten Purworejo yang
karena kondisi atau sebab tertentu perlu diberikan Pelayalal
Kesehatan melalui Program Jamkesda.

25. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatal yang dilakukan oleh
fasilitas pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu,
keluarga, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.

26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Faskes,
adalah suatu alat dan/ atau tempat yang diBunakan untuk
menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotit
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintal Daerah, dan/atau
masyaral(at.
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27. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas,
adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Purworejo yarlg
merupakan Unit Pelaksana Teknis DKK.

28. JaJingan Puskesmas adalah jaringan kerja Puskesmas dalarn
rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, melaksanakal tugas
pokok dan fungsi Puskesmas di wilayah kerjanya, yaog terdiri atas
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan Desa.

29. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehata.n perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat.

30. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah
kesehatarnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di
Puskesmas, Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
lainnya.

31. RaPat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap Pasien untuk
keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

32. Rawat lnap adalah pelayanan kesehatan terhadap Pasien untuk
keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan
pelayanan kesehatan lainnya dengan menempaLi tempat tidur di
ruang rawat inap.

33. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
Pasien dalam keadaal darurat di ruang Gawat Darurat.

34. Gawat Darurat adalah keadaao klinis pasien yang membutuhkan
tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan
kecatatan lebih lanjut.

35. Pemulasaraan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh
rurnah sakit untuk merawat jenazah berupa memandikan sampai
dengan mengkaJani.

36. Pelayanan Transportasi adalah pelayanan kepada Pasien dengan
menggunakan sarana ambulans atau mobil jenazah.

37. Bencana adalah peristiwa atau rangkaiar peristiwa yang
meng.rnc.un dan mengganggu kehidupan darr penghidupan
masyaral<at yang discbabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
nonalarn maupun faktor manusia, sehingga rnengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis.

38. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat,
serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekedaan yang tetap di
wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

39. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan
meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara darr alasan
untul( mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

40. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.

41. Surat Pemyataan Tidal< Mampu, yang selanjutnya disingkat SPIM,
adalah surat pemyataan yalrg dibuat oleh Orang Tida_k Mampu
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar
tidak mampu.
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42. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya dapat disingkat
SKTM, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa
atau Lurai dan diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan benar-benar masyarakat tidak marnpu.

43. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan
di Fasilitas Pelayanan Kesehatarr yang dibebankan kepada
masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.

44. Data Terpadu Kesejahteraar Sosial, yang selanjutnya disingkat
DTKS, adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan
kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaal sosial
serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

45.Tim Verifikasi adalah tim yarg dibentuk kepala DKK untuk
melakukan verihkasi kelengkapan persyaratan administratif
pernohonan klaim penggantian pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Program Jamkesda.

46. Kejadiar Pasca lkutan Imunisasi, yang selanjutnya disingkat KIPI,
adalah kejadian medik yarg diduga berhubungan dengal imunisasi.

47. Kejadian Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah
timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau
kematian yang bermalna secara epidemologis pada suatu daerah
dalam kurun waktu tertentu.

48. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT,
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikotogis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaal, atau
perErmpasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
iumah tangga.

49. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkal uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada DKK.

50. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat
Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, yang selanjutnya disebut
Bantuan Iuran, adalah pembayaran Pemerintah Daerah kepada
BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta
PBPU dan Peserta BP dengan manfaat Pelayanan Kesehatan di
ruang perawatan kelas Ill sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.

51. Rekomendasi Dinas Sosial adalah keterangan tertulis yang
dikeluarkan oleh Dinas Sosial yang menerangkan bahwa sescorang
merupakan Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu dan/atau
Masyarakat Tertentu di Daerah dalam rangka mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda.
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Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum
dan pedoman bagi:
a. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Program Jamkesda;
b. Faskes yang bekerja sama denBan Prograrn Jamkesda dalam

pemkrian Pelayanan Kesehatan dan pengajuan klaim penggantian
biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan.

Pasal 3

Peratu-ran Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:
a. meningkatkan derajat kes€hatan Fakir Miskin, Orarg Tidak Mampu

dan/ atau Masyarakat Tertentu di Daerah; dan
b. mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas

dalam penye lenggaraan Program Jamkesda.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi
a. Penerima Manfaat Program Jamkesda;
b. Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda;
c. persyaratan dan tata cara Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda;
d. SKTM, Rekomendasi Dinas Sosial dan surat jaminan pembiayaan

Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda;
e. persya.atan dan tata cara pengajuan klaim penggantian biaya

Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda;
f. Tim Verifrkasi;
g, Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBI Daerah; dan
h. Bantuan Iuran; dan
i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENERIMA MANFAAT PROGRAM JAMKESDA

Pasal 5

Penerima Manfaat Program Jarnkesda, terdiri atas:
a. Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu penduduk Daerah;
b. Masyarakat Tertentu, meliputi:

1. Pengemis, Gelandangan, dan Orang Telantar;
2. penghuni panti sosial di Daerah;
3. penghuni lembaga pcmasyarakatan dan rumah tahanan di

Daerah;
4. korban Bencana sampai dengan 6 (enam) bulan pasca tanggap

darurat Bencana;
5. penduduk Daerah korban KLB;
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6. penduduk Daerah yang mengalami KIPI;
7. penduduk Daerah korban KDRT; dan
8. penduduk Daerah korban dalam pelaksanaan program Daerah

atau nasional.
Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas lll.

BAB III

PET,AYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESDA

BaBian Kesatu
Faskes

Pasal 6

(1) PPK yang memberikal Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda
rneliputi:
a. Faskes tingkat pertama;
b. Faskes tingkat kedua; dan
c. Faskes tingkat ketiga.

(2) Faskes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan
Pelayanan Kesehatan dilaksanakal secara berjenjang mulai dari
Faskes tingkat pertama, Faskes tingkat kedua dan Faskes tingkat
ketiga, kecuali kasus pelayanan Gawat Danrrat.

Pasal 7

(1) Faskes tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Puskesmas dan Jaringan Puskesmas; dan
b. klinik, praktik dokter umum, atau praktik dokter grgl yang

terikat kerja sama dengan Program Jamkesda.

(2) Faskes tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Tjokronegoro Purworejo; dan
b. Rumah Sakit tip€ D dan tip€ C lainnya yang terikat keda sama

dengan Prograrn Jamkesda.

(3) Faskes tingkat ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (l)
huruf c, meliputi:
a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo purworejo; dan
b. Rumah Sakit tipe A atau tip€ B lainnya yang terikat keda sama

dengan Progran Jamkesda.
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Bagian Kedua
Jenis Pelayarrarr Kesehatan

Pasal 8

Jenis Pelayanan Kesehatan Progran Jarnkesda pada Faskes Lingkat
pertama, Faskes tingkat kedua dan Faskes tingkat ketiga meliputi:
a. Rawat Jalan;
b. Rawat Darurat;
c. Rawat Inap kelas III;
d- Pelayanan Transportasi rujukan;
e. pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
f. Pelayanan Transportasi pemulangan jenazah; dan
g. Wum et Reperh,tm.

Pasal 9

Jenis Pelayanan Kesehatan yang tidak dibiayai Program Jamkesda
meliputi:
a. Pelayaran Kesehatan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
b. Pelayanan Kesehatan yang telah dijamin oleh program Jaminan

Kesehatan, program jaminan kecelakaan keda, prograrn jarninan
kecelakaan lalu lintas, atau prograrn asuransi kesehatan lainnya;

c. Pelayanan Kesehatan untuk tujuan estetik;
d- Pelayanan Kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
e. Pelayaran Kesehatan berupa meratakan gigi (ortodonsi);
f. Pelayarrarr Kesehatan dalam rangka pengecekan kesehatan secara

lurn;.trn (general check-up );
g. Pelayanan Kesehatan yang diberikan dalam keBiatan bakti sosial;
h. penyakit akibat penyalahgunaar narkotika, zat adiktif dan

psikotropika dan/ atau alkohol;
i. penyakit akibat sengaja menyakiti diri sendiri; dan/atau
j. pengobatan komplementer, pengobatan alternatif dan pengobatan

tradisional .

Bagian Ketiga
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Pasal lO

(1) Pembiayaar Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda terhadap
Penerima Manfaat Program Jamkesda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diberikan penggaltian biaya
Pelayanan Kesehatan sebesar looo/o (seratus persen).

(2) Penggantian biaya Pelayanal Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringan puskesmas

dihitung sesuai Tarif pada Puskesmas;

L I u 1' x r , .J
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b. Pelayanan Kesehatan di klinik, praktik dokter umum, dan
praktik dokter gigi dihitung berdasarkan Tarif yang disepakati
dalarn pedanjian keda sama Program Jamkesda; dan

c. Pelayanan Kesehatan di Faskes tingkat kedua dan Faskes
tingkat ketiga dihitung berdasarkan Tarif yang disepakati dalam
perjanjian kerja sarna Program Jamkesda.

Bagian Keempat
Pelayanan Transportasi

Pasal 11

(1) Pelayanan Transportasi rujukan dan Pelayanan Traisportasi
pemulangan jenazah dilakukal dengan menggunakan kendaraan
khusus (ambulons) pada Faskes atau milik orang perorangan/
lembaga/ organisasi.

(2) Pelayanan Transportasi dengan menggunakan kendaraan khusus
lambutansl milik orang p€rorangar/ lembaga/ organisasi dapat
dilakul<an apabila kendaraan khusus (ombulans) pada Faskes tidak
tersedia.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA
PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESDA

Bagian Kesatu
Persyar:atan

Pasal 12

(l) Persyaratan untuk mendapatlan Pelayanan Kesehatan Program
Jamkesda pada Faskes tingkat pertama ditentukan sebagai berikut:
a. tidak terdaftar dalam kepesertaan program Jaminal Kesehatan/

program asuransi kesehatan lain atau Peserta tidak akdf;
b. memitiki dokumen administrasi berupa:

1. bagi Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu p€nduduk
Daerah, terdiri atas:
a) fotokopi Rekomendasi Dinas Sosial yang dilegalisir

pejabat ya-ng berwenang; dan
b) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga,

2. bagi Pengemis, Gelandalgal, dan Orang Telantar di Daerah,
berupa fotokopi Rekomendasi Dinas Sosial yalg dilegalisir
pejabat yang berwenang;

I ( t\ K rt D
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3. bagi penghuni panti sosial di Daerah, terdiri atas:
a) fotokopi surat keterangan dari penanggung jawab panti

sosial di Daerah; dan
b) fotokopi Rekomendasi Dinas Sosial yang dilegalisir

pejabat yang berwenang.
4. bagi penghuni lembaga pemasyarakatao dan rumah tahanan

di Daerah, berupa fotokopi surat keterangan dari kepala
lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di Daerah
yarg dilegalisir pejabat yang berwenang;

5. bagi korbal Bencana di Daerah, terdiri atas:
a) fotokopi surat keterangan dari Camat setempat yang

dilegatisir pejabat yang berwenang dan
b) fotokopi Rekomendasi Dinas Sosial yang dilegalisir

pejabat yang berwenang.
6. bagi korban KLB, terdiri atas:

a) fotokopi dengan kartu tanda penduduk dan kartu
keluarga; dan

b) fotokopi surat keterangan sebagai korbal KLB dari
kepala DKK yang dilegalisir pejabat yang berwenang.

7. bagi penderita akibat KIPI, dengan ketentuan:
a) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan
b) fotokopi surat keterangan mengalalni KIPI dari dokter

pemeriksa yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
8. bagi korban KDRT, terdiri atas:

a) fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan
b) fotokopi surat keterangan sebagai korban KDRT dari

dokter pemeriksa yang dilegalisir pedabat yang
berwenang;

c) surat keterangan dari kepolisian yang dilegalisir pejabat
yalg berwenang.

9. bagi korbal dalam pelaksanaan program Daerah atau
nasional, terdiri atas:
a) fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga; dan
b) fotokopi surat keterangan kejadian dari Kepala Desa atau

Lurah setempat yang ditegalisir pejabat yang berwenang.

(2) Persyaratan untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Program
Jamkesda pada Faskes tingkat kedua terdiri atas persyaratan
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) ditambah buki rujukan dari
Faskes tingkat pertama, kecuali pelayanan Gawat Darurat dan
surat jaminan pembiayaan Pelayanan Kesehatan program
Jamkesda dari DKK.

(3) Persyaratan untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan program
Jarnkesda pada Faskes tingkat ketiga terdiri atas persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditarnbah bukti rujukan dari
Faskes tingkat kedua, kecuali pelayanan Gawat Darurat dan surat
jaminan pembiayaan Pelayanan Kesehatan program Jamkesda dari
DKK.

,'t t. II I ,< x I ?
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Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 13

(1) Pelayanan Kesehatan Prograrn Jamkesda pada Faskes tingkat
pertama dilakuka! dengan tata cara:
a. pasien atau penanggung jawabnya mendaftarkan diri sebagai

pasien Program Jamkesda pada petugas pendaftaran pelayanan
pada Faskes tingkat pertama; dan

b. pasien atau penanggung jawabnya menyerahkan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada petugas
pendaftaran pelayanan.

(2) Pelayanan Kesehatan Program Jaskesda pada Faskes tingkat kedua
dilakukan dengan tata cara:
a. pasien atau penanggung jawabnya mendaftarkan diri sebagai

pasien Program Jamkesda pada petugas pendaftaran pelayanan
pada Faskes tingkat kedua; dan

b. pasien atau penanglEung jawabnya menyerahkan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada petugas
pendaftaran pelayanan.

(3) Pelayanan Kesehatan Program Jaskesda pada Faskes tingkat ketiga
dilakukan dengan tata cara:
a. pasien atau penanggung jawabnya mendaftarkan diri sebagai

pasien Prograrn Jarnkesda pada petugas pendaftaran pelayanan
pada Faskes tingkat ketiga; dan

b. pasien atau penanggung jawabnya menyerahkan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada petugas
pendaftaran pelayanan.

(4) Penyerahan dokumen persyaratan sdministrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) hurr.f b dan ayat (3)
hurul b ditentukan sebagai berikut:
a. bagi Pasien Rawat Jalan dilakukan sebelum Pelayanan

Kesehatan diberikan; dan
b. bagi Pasien Rawat Inap dilalul<an paling lambat 3 x 24 jam hari

kerja terhitung sejak saat pasien didaltarkan.

(5) Apabila Pelayanan Kesehatan telah selesai diberikan sebelum
jangka waktu sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) huruf b, maka
dokumen persyaratan administrasi harus disera_hkan sebelum
pasien pulang.

lv /_t\ ( t<t v )
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BAB V

SKTM, REKOMENDASI DINAS SOSIAL DAN SURAT JAMINAN
PEMBTAYAAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESDA

Bagian Kesatu
SKTM

Pasal 14

( I ) Persyaratan untuk mendapatkan SKTM terdiri atas:
a. Fakir Miskin atau Orarg Tidak Mampu penduduk Daerah yalg

dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
yang sah dan masih berlaku;

b. memenuhi paling sedikit 5 (lima) dari 11 (sebelas) indikator
kriteria masyarakat miski n:

c. tidak terdaftar s€bagai peserta program Jaminan Kesehatan
atau program asuransi kesehatan lainnya; dan

d. membuat dan menandatangani SPIM.

(2) Kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari t 1 (sebelas) indikator, yaitu:
a. pengeluaran setiap anggota rumah tangga dengan jumlah

pengeluaran rata-rata perbulan paling banyak sebesar
Rp364.289,OO (tiga ratus enarn puluh empat ribu dua ratus
delapaa puluh sembilaa rupiah);

b. terdapat anggota rumah tangga yang menderita penyakit kronis
dan/ atau khusus;

c. luas lantai bangunan tempat tinggal kuralg dari a (delapan)
meter persegi per orang;

d. jenis lantai bangunan tempat tinggal berupa tanah/plester yang
tidak berkualitas atau barnbu/kalru murahan untuk rrmah
Panggung;

e. jenis dinding tempat tinggal terbuat dad bambu/ rumbia/kayu
berkualitas rendah, tembok tanpa diplester atau tembok
diplester dengan kualitas rendah;

f. tidak memiliki fasilitas buang air besar keluarga/bersama
dengan rumah tangga lain;

g. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunal<an listrik
atau menggunakan listrik dengan daya 45O (empat ratus lima
puluh) uolt ampere ata.u 9OO (sembilan ratj)sl uolt ampere
bersubsidi;

h. sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak
terlindung, sungai, atau air hujan;

i. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kay.u bakar
atau menggunakan bahan bakar gas bersubsidi;

j. pendidikan kepala rumah tangga paling tinggi tamat sekolah
dasar; da-n

k. tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan
nilai paling banyak Rp1.OOO.OOO,- (satu juta ru

,n I t\ tt K /T
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(3) Format SPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tercantum dalam l,ampiran yang mempakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraruran Bupati ini.

Pasal 15

(1) SKTM diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat setelah
pemohon SKTM memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) SKTM yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa
atau Lurah harus diketahui oleh carnat setempat atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh camat.

(3) Format SKTM sebaBaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Iampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rekomendasi Dinas Sosial

Pasal 16

Persyaratan administrasi untuk mendapatJ<an Rekomendasi Dinas
Sosial ditentukan sebagai berikut:
a, bagi Fakir Miskin dal/atau Orang Tidak Mampu penduduk Daerah

terdiri atas:
1. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih

berlaku;
2. fotokopi SPIM dan SKTM yang dilegalisir pejabat yang

berwenang; dan
3. Iotokopi surat rujukan bagi Pelayarar Kesehatan di Faskes

tingkat kedua darr Faskes tingkat ketiga yarlg dilegalisir pejabat
yang berwenang.

b. bagi Pengemis, Gelandargan, dan Orang Telantar berupa fotokopi
surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah tempat
ditemukannya Pengemis, Gelandangal, dan Orang Telantar yang
dilegalisir pejabat yang berwenang;

c. bagi penghuni panti sosial di Daerah, berupa fotokopi surat
keterangan dari penanggung jawab panti sosial di Daerah yang
dilegalisir pejabat yalg berwenang;

d. bagi korban Bencana, berupa fotokopi surat keterangan dari camat
setempat yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan

e. bagi korban dalam pelaksanaan program Daerah atau nasional
berupa fotokopi surat keterangan kejadian dari Kepala Desa atau
Lurah setempat yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
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Pasal 17

(1) Pasien atau penanggung jawabnya mengajukan perrnohonan
penerbitan Rekomendasi Dinas Sosial kepada kepala Dinas Sosial
dengan di.tampiri persyaratar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap
permohonal sebagaimarra dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Dinas Sosial menandatangani Rekomendasi Dinas Sosial
berdasarkar hasil verihkasi dan validasi sebagaimala dimaksud
pada ayat (2) terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Surat Jarninan Pembiayaan

Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda

Pasal 18

Persyaratan untuk mendapatkan suiat jaminan pembiayaan Pelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ayat (2) dan
ayat (3), terdiri atas:
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yarrg masih

berlaku, bagi:
1. Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu penduduk Daerah;
2. korban KLB;
3. penderita KIPI;
4. korban KDRT; darr
5. korban dalam pelaksanaan prograrn Daerah atau nasional.

b. fotokopi bukti rujukan dari Faskes tingkat pertama atau Faskes
tingkat kedua, kecuali untuk p€layanan Gawat Darurat; dan

c. fotokopi Rekomendasi Dinas Sosial yang dilegalisir pejabat yang
berwenang.

Pasal 19

(1) Pasien atau penanggung jawabnya mengajukan permohonan
penerbitan surat jaminar pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Prograrn Jamkesda kepada kepala DKK dengan dilampiri
persyat'atan sebagajmana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) DKK melakukan verihkasi dan va-tidasi terhadap permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala DKK menerbitkan surat jaminan pembiayaan Pelayanan
Kesehatan Program Jamkesda berdasarkan hasil verifikasi dan
validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terhadap permohonan
yang telai lengkap dan benar.
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Bagian Keempat
Masa Berlaku

Pasal 20

(I) SKTM dan Rekomendasi Dinas Sosial berlaku untuk jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) Surat jaininan
Jamkesda dari
Kesehatan.

pembiayaan
DKK berlaku

Pelayanan Kesehatan Program
untuk 1 (satu) kali Pelayanan

(3) Perpanjangan masa berlaku SKTM, Rekomendasi Dinas Sosial dan
surat ja.rninan pembiayaan Pelayanan Kesehatan Program
Jamkesda dari DKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) difakukan dengan mengajukan permohonar penerbitan SKTM,
Rekomendasi Dinas Sosial dan surat jaminan pembiayaan
PelayarraJr Kesehatan yang bam.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGA.]UAN KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM JAMKESDA

Pasal 2l

(1) Permohonar klaim penggantian biaya Pelayanan Kesehatan
ur.6ML PLr lrula,

diajukan secara tertulis kepada Bupati c.q. kepala DKK, dengan
dilampiri dokumen administrasi berupa:
a. surat p€rrnorronan pencarran Klarm;
b. rincian dan rekapitulasi biaya Pelayanan Kesehatan;
c. kuitansi penerimaal klaim;
d. fotokopi buku tabungan/rekening giro pada bank umum; dan
e. dokumen pendukung bukti Pelayanan Kesehatan Program

.Iamkesde

(2) Terhadap permohonan klaim klaim penggantian biaya Pelayanan
Kesehatan Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukar verifikasi oleh Tim Verifikasi.

(3) Hasil verifikasi terhadap perrnohonan ktaim penggantian biaya
Pelayanan Kesehatan Program Jarnkesda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verihkasi dan
rekapitulasi permohonan klaim penggaltian biaya pelayanan
Kesehatan Prograrn Jamkesda.

I T( )( I 't
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(4) Berdasarkan berita acara verifikasi dan rekapitulasi permohonan
klaim penggantian biaya Pelayalan Kesehatan Program Jamkesda
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Verifikasi menyusun
rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan
Besaran Penerimaan Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan
Program Jamkesda.

(5) Permintaan pembayaran untuk pencairan klaim penggaltial biaya
Pelayanan Kesehatan Program Jarnkesda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada
pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui pejabat
penatausahaan keuangan DKK berdasarkan:
a. permohonan klaim penggantian biaya Pelayanan Kesehatan

Program Jamkesda sebagaimala dimaksud pada ayat (1);
b. berita acara hasil verihkasi dan rekapitulasi permohonan klaim

penggantian biaya Pelayalal Kesehatan Program Jamkesda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran
Penerimaan Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Program
Jamkesda.

(6) Permintaan pembayaran untuk pencairan klaim penggantian biaya
Pelayanan Kesehatan Prograrn Jamkesda dilakukan dengan
berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Daerah,

BAB VII

TIM VERIFIKT{SI

Pasal 22

(1) Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap permohonal klaim
penggantian biaya Pelayanan Kesehatan Prograrn Jamkesda,
dibentuk Tim Verifrkasi yang ditetapkan dengar Keputusan Kepala
DKK.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:
a. menerima dan mengagendakan permohonan klaim penggantian

biaya Pelayanan Kesehatan Prog'am Jamkesda dari Faskes;
b. melaksanakan verifikasi administrasi dan teknis terhadap

permohonan klaim penggantian biaya Pelayanan Kesehatan
Program Jamkesda;

c. membuat berita acara hasil verifikasi klaim penggantiai biaya
Pelayanan Kesehatan Prograrn Jamkesda;

d. mengelompokkan dan merekapitulasi klaim penggantian biaya
Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda yang dinyatakan
lengkap;

Lv I t { r-l k T , ,J.
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e. menJrusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Penerima dan Besaran Penerimaan Penggantian Biaya
Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda; dan

f. menyampaikan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima
darr Besaran Penerimaan Penggantian Biaya Pelayanan
Kesehatan Program Jamkesda beserta kelengkapannya untuk
proses pencairan klaim kepada Bendahara Pengeluaran.

BAB VIII

IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PBI DAERAH

Pasal 23

(1) lurar Jaminan Kesehatan bagi PBI Daerah dibebankan pada APBD
dengan mekanisme integrasi Program Jamkesda ke program
Jaminan Kesehatan.

(2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan
pertanggungjawabal pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi
PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilatsanakar
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Fakir Miskin dan/atau Orarg Tidak Mampu penduduk Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didaftarkar dalam
kepesertaan program Jarninan Kesehatan sebagai PBI Daerah
dengan persyaratan:
a. tercatat sebagai penduduk Daerah;
b. tidak terdaftar dalam DTKS;
c. tidak terdaftar dalam kepesertaan program Jalninan Kesehatan

atau program asuransi kesehatan lainnya; dan
d. mendapat Rekomendasi Dinas Sosial.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keualgan
Daerah.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
bagi penderita penyakit yang memerlukan biaya tinggi dalam
pengobatannya dan/atau memiliki komplikasi penyakit yang dapat
mengaRcam jiwa (katastropik).
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Pasal 25

Pendaftaran Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu penduduk
Daerah yang diintegrasikan ke dalam prograrn Jarninan Kcschatan
sebagai PBI Daerah dilakukan dengan tata cara:
a. Dinas Sosial melakukan pendataan Fakir Miskin dan/atau Orang

Tidak Mampu yang memenuhi persyaratan sebagaimara dimaksud
dalam Pasal 24;

b. hasil pendataan sebagaimala dimaksud pada huruf a dituangkan
dalam daftar yang paling sedikit memuat nana, alamat, nomor
induk kependudukan, da-rr nomor kartu keluarga;

c. daftar hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada humf b
disampaikan Dinas Sosial kepada DKK;

d. DKK mengajukan daftar hasil pendataan sebagaimana dimaksud
pada huruf c kepada Perangkat Daerah yang membidangi
pencatatan sipil dan administrasi kependudukan untuk dilakukan
verihkasi dart validasi terhadap data kependudukan;

e. DKK menyampaikan daftar hasil prndataan yang telah dilakukan
verifikasi dan validasi data kependudukan sebagaimana dima.ksud
pada huruf d kepada BPJS Kesehatan urtuk dilakukarl veriflkasi
dan validasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan dan/atau
program asuransi kesehatal lainnya;

f. hasil verifrkasi dan validasi kepesertaan program Jaminan
Kesehatan dan/atau program asuransi kesehatan lainnya
sebagaimana dimaksud pada huruf e digunakan sebagai dasar
untuk pengajuan pendaftaran sebagai Peserta PBI Daerah;

g. DKK menlrusun rancangan Keputusan Bupati mengenai penetapan
Peserta PBI dan besaJan penerimaan bantuan luran Jarninan
Kesehatan bagi Peserta PBI Daerah; dan

h. Keputusar Bupati sebagailnara dimaksud pada huruf g menjadi
dasar bagi DKK untuk membayar iuran kepesertaan bagi Peserta
PBI Daerah dalam program Jaminan Kesehatan.

Pasal 26

( I ) Pengurangan dan penambahar Peserta PBI Daerah dapat dilakukan
setiap bulan.

(2) Pengurangan Peserta PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) karena:
a. meninggal dunia;
b. berganti pembayar Iuran Peserta; atau
c- pindah domisili ke luar Kabupaten Purworejo-

(3) Penambahan Peserta PB[ Daerah sebagaimana dimaksud pada at at
(l) diprioritaskan pada:
a. bayi/anak dari peserta PBI Daerah; atau
b- penderita penyakit memerlukan biaya tinggi dalam

f,engobatannya dan memiliki komplikasi penyakit yang dapat
men gancam j iwa (kato.stropik).
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Pasal 27

(1) Besaran luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Daerah
mengacu pada ketentuan peraturan perundang undarrgan yang
mengatur Jaminan Kesehatan.

(2) Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Daerah
dilalrukan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu
berdasarkan perJanjian keda sama antara DKK dengan BPJS
Kesehatan.

(3) Pelaksanaan peianjian ke{a sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ix

BANTUAN IURAN

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan luran kepada Peserta
PBPU dan Peserta BP dengan manfaat Pelayanan Kesehatan di
ruang perawatan kelas III dengan status Peserta aktif yang terdaftar
pada Faskes tingkat pertama di Daerah.

(2) Pembayaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan sesuai data Peserta
PBPU darl Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III dengar status Peserta aktif.

(3) Berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan sebagaimana dirnaksud
pada ayat (2) DKK menlrusun rancangan Keputusan Bupati
mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan
Iural bagi PBPU dan Peserta BP dengan manfaat Pelayanan
Kesehatan di ruang perawatan kelas III dengan status Peserta aktif.

(4) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungiawaban
pembayaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

1) Bupad berwenang metakukan pembinaan dan
terhadap penyelenggaraal Program Jamkesda.

t,. 1 7 Kth I t
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terkait dengan
Pelayanan Kesehatan, pembayaran klaim penggantiai biaya
Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda, pembayaran luran
Jaminan Kesehatan bagi PBI Daerah dan pembayaran Bantuan
luran dilaksanakan oleh DKK.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait
dengan Penerima Manfaat Program Jamkesda dilaksanakan oleh
DKK dan Dinas Sosial.

(4) Pengawasan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dal fungsi
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahar di Daerah.

BAB XI

KETENTUAN I,AIN-I,AIN

Pasal 30

(1) Penggantian klaim biaya Pelayanan Kesehatan, pembayaran luran
Jaminan Kesehatan bagi PBI Daerah dan/atau pembayaran
Bantuan luran dibebankan pada APBD.

(2) Apabila dalam talun anggaran berjalan, dana yang dialokasikan
da.lam APBD tidak mencukupi untuk membayar klaim penggantian
biaya Pelayanan Kesehatan, pembayaran Iuran Jaminal Kesehatan
bagi PBI Daerah dan/atau pembayaran Bantuan [uran, maka klaim
yang belum terbayar diusulkan untuk dianggarkan pada tahun
anggaran berikutnya.

(3) TangSungan klaim penggantian biaya Pelayanan Kesehatan,
pembayaran lural Jaminan Kesehatan bagi PBI Daerah dan/atau
pembayaran Bantuan luran tahun anggaran sebelumnya yang
belum terbayarkar, diprioritaskar pemenuhannya pada tahun
anggaran berkenaan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3l

Ketentuan, tata cara dan persyaratan pengajuan klaim penggantian
biaya Pelayalal Kesehatan Program Jamkesda atas Pelayanan
Kesehatan yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini,
dilakukan sesuai ketentuan, tata cara dan persyaratan yang berla_ku
pada saat dib€rikannya Pelayanan Kesehatan.

a1
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BAB XIII

KSTENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlatu, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten
Plrrworejo Tahun 2O19 Nomor 2 Seri E Nomor 2), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga.l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeral
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 otdob, ! 2a2t

BU PURWOREJO,I

c,

@1cus eesrrnN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal i5 Or:tober 2021

SEKRETARIS DAERAH *A{j'O'U" PU RWORE'O,

J\
ksArD ROMADHoN/

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN m2, NOMORI&TSERIE NOMOR i4
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR t:+ i,i.EcN 2021
TENTANG
PEI{YELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN PURWORE.IO

A. FORMAT SPTM

FORMAT SPTM DAN SKTM

UL TT )<t x , .L

SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU
(sPrM)

Yang bertanda tangan dibawah inl :

Nama :......................
Tempal /Tgl lahir : ......................
Alamat : ......................
Peke{aan : ..-.....-..-..........
Hubungan keluarga :

dengan pasien
Dalam hal ini bertindak selaku penanggungiawab pasien:

Nama :..............-.....-..-.
Nomor Induk Kependudukan : .........................
Nomor lD DTKS :.........................
Jenis Kelamin :.........................
Tempat / Tgl lahir : .........................
Alamat :.........................
Pekerjaan | .........................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pasien
tersebut di atas merupakan masyarakat tidak mampu dan tidak
terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan atau program
asuransi kesehatan lainnya, untuk itu karni mohon mendapatkan
bantuan biaya pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila pernyataan yang kami sampaikan ini ternyata tidak
benar, mal<a kami sanggup mengganti seluruh biaya pelayanal
kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daeral dan
mempertanggungjawabkan kepada T\rhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-
benamya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,

Mengetahui
Kepala Desa/ Lurah,

Yang membuat pernyataan,

Meterai
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B. FORMAT SKTM

KONDISI *NO INDIKATOR MASYARAKAT MISKIN YA TIDAK KETERANGAN

1 pengeluaran setiap anggota rumah
tangga dengan jumlah pengeluaran
rata-rata perbulan paling banyak
sebesar Rp364.289,00 (tiga ratus
enam puluh empat ribu dua ratus
delapan puluh sembilan rupiah)

fiumlah
anggota
keluarga
sebanyak
orang)**

c terdapat anggota mmah tangga yang
menderita penyakit kronis dall atau
khusus
luas lantai bangunan tempat tinggal
kurang dari 8 (delapan) meter persegi
per orang

+ jenis lantai banguna-n tempai dnggal
berupa tanah/plester yang tidak
berkualitas atau bambu/ka5ru
muralan untuk rumah panggung

5 jenis dinding tempat tinggal teiEuat
dari bambu/ rumbis / kayrj
berkualitas r6ndah/tembcik tanpa
diplester, tembok diplester den8an
kualitas rendah

6
besai
rumah

keluarga/bersama dengan
alr

lain

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
NOMOR:...........................

Yang bertanda tangarr dibawa-h ini, saya:

Kepala Desa / Lurah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :........................
Nomor Induk Kependudukan : ...-....................
Nomor lD BDT PPFM : .........................
Jenis Kelamin : ........................
Tempal / Tgl lahir : ........................
Alarnal : ........................
Pekerjaan :........................

Benar-benar merupakan keluanga miskin karena telah memenuhi
paling sedikit 5 (lima) indikator masyarakat miskin dari 11 (sebelasl
indikator masyarkat miskin sebagai beiikut:

Narna
Jabatan
Alamat

PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE'O
KECAMATAN

DESA/KELURAHAN........................
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7 sumber penerangan rumah tangga
tidak menggunakan Iistrik atau
menggunakan listrik dengan daya
45O (empat ratus lima puluh) uoll
ampere ataru 9OO (sembilan ratus) rcrl
@mpe,.e bersubsidi

8 sumber air minum berasal dari
sumur/mata air tidak terlindung/
sunAai/air huian

9 bahan bal<ar untuk memasak sehan-
ha-ri adalal kay.u ba-kar atau atau
menggunakan bahan bakar gas
bersubsidi

10 pendidikan kepala rumah tangga
paling tinggi tamat Sekolah Dasar;
dan/ atau

11 tidak memiliki tabungan/barang yang
mudah dijual dengan nilai paling
banyak Rpl.OOO.OOO,- (satu juta
rupiah).

sehingga layak untuk mendapatkan Jarninan kesehatan Prografn
Kesehatan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Apabila tidak memenuhi kriteria berdasarkan verihkasi Dinas
Sosial, ma-ka Pemerintah Desa bertanggung jawab mengganti seluruh
biaya pelayanan kesehatan yang telal dikeluarkan oleh Fasilitas
Pelayanan Kesehatan .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
apabila dikemudian hari terbul(i bahwa keterangan ini tidak sesuai
dengan keadaan yang sesungguhnya, ma-ka saya bersedia
mempertarlggung-jawabka-nnya dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

hlrworejo, 20

Petugas Verifrkasi, "*" Kepala Desa/ Lurah,

( {

MengetEhui,
Camat........

(......................)

harap dibei tanda 4'pada salo,h satu kolom gang sesuai;
h-arap dii,si lengan-jumlqh anggota kefuarga gang menjadi tanggung
JAUdb KePaLQ rufinn t nggo;
dibubuhi tanda Langdn oleh Petugas TKSK gang melokttknn uei,frkasi.

BUPATI PURWORE.JO ,t

q fx A )

(AGUS BASTIA},

) )
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